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ABSTRAK 

Adnan Bhisma Rizaldy, E0009006. 2014. FORMULASI PERUNDANG-

UNDANGAN PIDANA MENGENAI CYBERSEX DALAM RANGKA 

PENANGGULANGAN KEJAHATAN KESUSILAAN. Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi tindak pidana 

cybersex ditinjau dari perundang-Undangan di Indonesia lalu menganalisis 

kelemahan-kelemahan formulasi tindak cybersex dalam upaya menanggulangi 

tindak pidana cybersex di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan 

penelitian asas-asas hukum untuk menguji kebijakan penal policy di Indonesia 

dalam menjangkau tindak pidana cybersex. Pendekatan penelitian menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (case 

approach) serta pendekatan konsptual (conceptual approach). Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi 

kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa. 

Cybersex diformulasikan menggunakan kebijakan penal policy di Indonesia yang 

meliputi KUHP, Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun  2002 

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagai salah satu tindak pidana jenis baru di dalam 

cyberspace. Namun kebijakan penal policy diatas masih banyak kelemahan dan 

kekurangan sehingga diperlukan pembaharuan dan harmonisasi kebijakan penal 

policy di Indonesia dengan hukum Internasional agar dapat mengakomodasi dan 

menjerat tindak pidana cybersex secara maksimal.mengingat tindak pidana 

cybersex, tempus dan locus de licti terjadi di dalam cyberspace.bersifat 

transnasional tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu.  

 

Kata Kunci : Formulasi perundang-undangan pidana, cybersex, kelemahan-

kelemahan, pembaharuan, harmonisasi kebijakan penal policy di indonesia 
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ABSTRACT 

 

Adnan Bhisma Rizaldy, E0009006. 2014. FORMULATION OF CRIMINAL 

LEGISLATION FOR THE PREVENTION OF CRIME CYBERSEX 

DECENCY. Law faculty of Sebelas Maret University. 

 

 

 This research aims to find out formulated using the positive law in 

Indonesian then given steps to tackle the crime of cybersex in Indonesian. 

This study belonged to a normative law research using normative research 

legal principles to examine policies in Indonesian penal policy in reaching the 

crime of cybersex. The research approach using the Statute approach, case 

approach and conceptual approach. Source of data in this research is secondary 

data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal 

materials collection techniques using literature study. 

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that. 

Cybersex is formulated using policy penal policy in Indonesia, which includes the 

Criminal Code, the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child 

Protection, Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2002 on 

Broadcasting, Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 on the 

Eradication Trafficking in Persons, Law of the Republic of Indonesia Number 11 

Year 2008 on Information and Electronic Transactions as one of a new type of 

criminal offense in cyberspace. However, penal policy policy above there are 

many weaknesses and shortcomings so that the necessary reforms and 

harmonization of policies penal policy in Indonesia with international law in 

order to accommodate and ensnare criminal offense in maksimal.mengingat 

cybersex cybersex criminal offense, tempus and locus de licti occur in 

cyberspace.bersifat transnational without being limited by distance, space and 

time. 

 

Keywords: Formulation of criminal law, cybersex, weaknesses, reform, policy 

harmonization penal policy in Indonesia 
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